
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 63 TAHUN 2023 

TENTANG 

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menimban g 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a . bahwa dalam rangka m enunjan g pelaksanaan fun gsi, tugas 
dan wewenang Pim pinan Dewan Perwakilan Rakya t, perlu 
pengaturan mengenai Hak Keuangan dan Adm inistratif 
Pimpinan dan An ggota Dewan Perwa kilan Rakya t Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya; 

b . bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peratura n Bupati 
Tasikmalaya tentang Hak Keuangan dan Adm inistratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakya t Daerah 
Ka bupaten Tasikmalaya; 

1. Un dang-Undang Nomor 14 Tahu n 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVlD-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
danl atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
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Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 134, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daera h (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja m enjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Repu blik Indon esia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 
6856); 

4. Undang-Undang Nom or 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakya t Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
123, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 
5043), sebagaiama n a telah diubah be be rapakali terakhir 
dengan Un dang-Undang Nomor 13 Tahun 20 19 tentang 
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2014 tenta ng Majelis Permusyawarata n Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 181, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396); 

5 . Peraturan Pemerinta h Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak 
Keuanga n dan Administratif Pim pinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta hun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 6057); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 18 tentang 
Pedoman Penyusun an Tata Tertib Dewa n Perwakilan Rakyat 
Da era h Provinsi, Ka bupaten dan Kota (Lem baran Negara 
Repu blik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6 197); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuan gan Daerah (Lemba ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 
tentang Standar Harga Satuan Regional; 

9 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerin tahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 
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l1.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 
Nomor 3) ; 

12.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2017 ten tang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lem baran Daerah Ka bu paten Ta sikmalaya Tahun 2017 
Nomor 3); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG HAK KEUANG N DAN 
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
TAHUN 2023 . 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Ta sikrnalaya; 
2. Daerah Kabupa ten adalah Daerah Kabupaten Ta sikmalaya; 
3. Pem erintahan Daerah Kabupaten adalah penyelen ggaraan urusan 

pemerin tahan oleh pem erintah daerah dan dewa n perwakilan rakyat daerah 
Kabu paten Tasikmalaya menurut asas oton omi dan tugas pembantuan 
dengan p rin s ip oton om i seluas-lu a snya dalam sis tem dan prin sip Negara 
Kesatuan Republik In donesia sebagaima n a d imaksud dalam Un da ng-Undang 
Dasar Tahun 1945 . 

4. Pemerin tah Daerah Ka bupaten a dalah Bu pati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memim pin pelaksanaan u rusa n pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daera h yang selanjutnya disin gkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah Kabu paten Tasikmalaya sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua DPRD 
dan wakil Ketua DPRD Kabupaten Ta sikmalaya. 

7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegangjabatan anggota DPRD 
Kabupaten Tasikmalaya. 

8. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD. 
9. Sekretaris DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang memlmpln 

Sekretariat DPRD. 
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada 

Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai 
Pimpinan dan Anggota DPRD. 

11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepad a Pimpinan dan 
anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas. 

12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada 
Pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil 
Ketua, dan anggota DPRD. 
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13. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap 
bulan kepada Pimpinan atau anggota DPRD sehubungan dengan 
kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota 
dalam Badan Musyawarah atau Komisi atau Badan Anggaran atau Badan 
Pembentukan Perda atau Badan Kehormatan. 

14. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa 
pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, 
jaminan kematian dan penyediaan pakaian dinas dan atribut kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah negara dan 
perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kendaraan dinas 
jabatan Pim pin a n DPRD, tunjangan tra snportasi bagi An ggota DPRD. 

15. Tunjanga n Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada 
Pimpin a n dan Anggota DPRD setiap bula n da lam rangka mendorong 
peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 

16. njangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan An ggota 
DPRD dalam m elaksanakan Reses . 

17. u m ah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daera h dan 
berfu ngsi sebagai tempat tinggal atau hun ian dan sarana pem binaan 
kelu rga serta menunjang pelaksa n aan tugas jabatan. 

18. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan 
dan Anggota DPRD baik secara perorangan maupun secara bersa ma dari 
tem pa t kedu du kan ke tempat yang dituju,melaksanakan tugas,da n kembali 
ke tempat kedudu kan semula. 

19. Lump sum adala h suatu jumlah uang yang tela h dihitung terlebi dahulu 
(pre-calculated amount) dan d ibayarkan sekaligus. 

20. Biaya Riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai den gan bukti 
pen geluaran yang sah. 

21 . Kelom pok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelom pok orang yang mempunyai 
kem ampuan dalam disiplin ilmu tertentu untu k mem bantu elaksanaan 
tuga s fraksi pada DPRD. 

22. Tenaga Ahli Fraksi adalah seorang yang mempunyai kemamp an dalam 
disiplin ilmu tertentu u ntuk m em bantu pelaksanaan tu gas fraksi pada 
DPR . 

23. Belanja Operasion al Pim pin a n adala h dana yang d isediakan ba gi pimpinan 
DPRD setiap bulan u n tuk menunjang kegia tan operasional yang berkaitan 
dengan representasi, pelayanan, dan kebutu han lain gun a melancarkan 
pelaksana an tu gas pimpinan DPRD sehari-hari. 

24. Alat kelengkapa n Lainnya adalah alat kelengkapan lain yang diperlukan 
untuk membahas hal-hal yang bersifat tertentu dan khusus serta bersifat 
tidak tetap dan dibentuk dengan keputusan DPRD. 

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahu nan Pemerintah Daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

26. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktivitas DPRD 
dan Sekretariat DPRD. 

BAB II 
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG J ASA PENGABDIAN 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

Bagian Kesatu 
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD 

Pasal2 

(1) Penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD terdiri a tas penghasilan yang 
pajaknya dibebankan pada APBD meliputi: 
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a. APBD, me1ipu ti: 
1. Uang Representasi; 
2. Tunjangan Keluarga; 
3. Tunjangan Beras; 
4 . U ang Paket; 
5. Tunjangan Jabatan; 
6. Tunjangan Alat Ke1engkapan; dan 
7. Tunjangan Alat Ke1engkapan lain. 

b. Pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi: 
1. Tunjangan Komunikasi Insentif; dan 
2. Tunjangan Reses . 

(2) Pembeba n an paja k penghasilan kepa da Pimpinan dan a n ggota DPRD 
sebagaim ana d imaksud pada ayat (1) huruf a dan h u ruf b d ila kukan sesuai 
d en gan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 1 
Uang Representasi 

Pa sal 3 

(1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1 ) huruf a 
angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pim pinan dan anggota DPRD. 

(2) Ua g Representasi Ketua DPRD dib erikan sebesar Rp2.100 .000,OO (dua juta 
seratu s ribu rupiah) . 

(3) Uan g epresentasi Wakil Ketua DPRD diberika n sebesar Rp1.680 .000 (satu 
juta en arn ratus delapan puluh ribu rupiah). 

(4) Uan g Representasi Anggota DPRD sebesar Rp 1.575.000,OO (satu juta lima 
ratu s tujuh pu lu h lima ribu rupiah). 

Para graf2 
Tunja ngan Keluarga dan Tunjangan Beras 

Pasal 4 

(1) Tunjangan ke1u arga dan tunjan gan beras sebagaimana dima ksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) h u ruf a angka 2 dan angka 3 d iberikan setiap bulan kepada 
Pimpinan dan anggota DPRD. 

(2) Tunjangan sebagaimana dima ksud pada ayat (1), besarnya sarna dengan 
tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Apa ratur Sipil Negara 
sesuai dengan ketentua n pera turan perundang-u ndangan. 

Paragraf 3 
Uang Paket 

Pasal 5 

(1) Uang Paket sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 2 ayat (1) h uruf a angka 4 
diberikan setiap bulan kepada Pimpin an dan anggota DPRD. 

(2) Uang Paket Ketua DPRD diberikan sebesar Rp210.000,OO (dua ratus sepuluh 
ribu rupiah). 

(3) Uang Paket Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar Rp 168.000,OO (seratus 
enarn puluh delapan ribu rupiah) . 

(4) Uang Paket Anggota DPRD diberikan sebesar Rp 157.500,OO (seratus lima 
puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) . 



Paragraf 4 
Tunjangan Jabatan 

Pasal6 

6 

(1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a 
angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD. 

(2) Tunjangan Jabatan Ketua DPRD diber ikan sebesar Rp3.045.000,00 (tiga juta 
empat puluh lima ribu rupiah). 

(3) Tunjangan J abatan Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar Rp2.436.000,00 
(duajuta em pat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) . 

(4) Tunjangan J abatan Anggota DPRD d iberikan sebesar Rp2.283.750,00 (dua 
juta du a ratus delapan pulu h tiga ribu tuju h ra tus lima puluh rupiah). 

Paragraf 5 
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain 

Pasa l 7 

(1) njangan Alat Kelengkapan DPRD diberikan setiap bulan kepada Pimpinan 
dan Anggota DPRD yang menempati susunan keanggotaan Alat Kelengkapan 
DPRD yang bersifat teta p danl a tau yang bersifat semen tara , dengan 
keten tuan: 
a . Ketua diberikan sebesar Rp228 .375,00 (dua ratus dua pulu h delapan 

ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah); 
b. Wakil Ketua diberikan sebesar Rp152. 250,00 (seratus lima puluh dua 

r ibu dua ratus lima puluh rupiah ); 
c . Sekertaris d iberikan sebesar Rp 12 1.800,00 (seratus dua pulu h satu ribu 

de1apan ratu s rupiah); 
d. Anggota d iberikan sebesar Rp91.350 (sem bilan puluh ribu tiga ratus lima 

puluh rupiah). 
(2) Tunjangan Ala t Kelengka pan DPRD yang bers ifat sementara sebaga im ana yang 

dimaksu d pa da ayat (1) , d iberikan se1ama alat ke1engkapan dibentuk dan 
disesua ika n dengan kemampu an keuangan daerah. 

Para graf6 
Tunjangan Kom unikasi Intensif 

Pasal8 

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1, diberikan 
setiap bulan sebesar 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD. 

(2) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 
sebesar Rp 10.500.00,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). 

Paragraf7 
Tunjangan Reses 

Pasa1 9 

(1) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2, diberikan setiap bulan sebesar 5 
(lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD. 

(2) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 
Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). 
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Bagian Kedua 
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 

Pasall0 

(1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas: 
a. Jaminan Kesehatan; 
b. Jaminan Kecelakaan Kerja; 
c . Jaminan Kematian; dan 
d. Pakaian Dinas dan Atribut. 

(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana d imaksu d pad a ayat (1), 
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan: 
a. Tunja ngan perumahan; 
b. Tunja ngan transportasi. 

Paragra f Kesatu 
Jamina n Kesehatan 

Pa sal 11 

(1) J amin a n Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a 
terdiri atas: 
a. bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jamin an Sosial Kesehatan, 

sesu ai ketentuan peraturan perundang-undangan dan; 
b . pemeriksaan kesehatan untuk m engetahui status kesehata n di luar 

ca ku pan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara 
Jamin an Sosial Kesehatan. 

(2) Pem eriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling 
banya k diberikan sebesar Rp1.582.000 (satu ju ta lima ra tus dela pan puluh 
dua ribu rupiah). 

(3) Pem eriksaan keseha tan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) huruf b 
dilak sanakan 1 (sa tu) kali dala m 1 (satu) tahun dan d ilakukan di dalam 
negeri serta tidak termasuk istri dan anak. 

Pa ragraf 2 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan J a m inan Kem atian 

Pasal12 

(1) Jaminan Kecelaka an Kerja diberikan sebesar 0,24% (nol koma dua puluh 
empat per seratus) dari uang representasi. 

(2) Jaminan Kematian diberikan sebesar 0 ,30% (nol koma tiga puluh per 
seratus). 

Paragraf 3 
Pakaian Dinas 

Pasal13 

(1) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf d 
diberikan berupa: 
a. Pakaian sipil harian paling banyak sebesar Rp1.945 .000 (satu juta 

sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) pasang 
dalam 1 (satu) tahun; 

b. Pakaian sipil resmi paling banyak sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) 
untuk 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; 
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c. Pakaian sipillengkap paling banyak sebesar Rp3.750.000 (tiga juta tujuh 
ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) 
tahun; 

d. Pakaian dinas harian paling banyak sebesar Rpl.500.000 (satu juta lima 
ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; 

e. Pakaian yang bercirikan khas daerah paling banyak sebesar 
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) 
tahun. 

(2) Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berupa lencana Anggota 
DPRD diberika n untuk 2 (dua) buah dalam 1 (satu) tahun paling banyak 
sebesar Rp 55 .000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) 

Paragraf 4 
Tunjangan Perumahan 

Pa sal 14 

(1) esa ran Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (2), berupa uang dan dibayarkan setiap bulan sebagai berikut: 
a. Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp25.700.000,00 (dua pu lu h lima 

juta tujuh ratus ribu rupiah); 
b. Wakil DPRD paling banyak sebesar Rp22.850.000,00 (dua puluh duajuta 

delapan ratus lima puluh ribu rupiah); 
c. An ggota DPRD paling banyak sebesar Rp19.950.000,00 (sembilan belas 

juta sembilan ratuS lima puluh ribu rupiah). 
(2) Be aran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

me perhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga 
setem pat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rum a h negara 
sesuai dengan ketentu an peraturan perundang-undangan dan kemampuan 
keuan gan daerah. 

Paragraf 5 
Tunjangan Transportas i 

Pasal15 

(1) Besaran tu njangan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 
(3) huruf b berupa u ang dan dibayarkan setiap bulan sebagai berikut: 

a. Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp24.250 .000,00 (dua puluh 
empat juta dua ratu s lima puluh ribu rupiah) ; 

b . Wakil Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp22 .250.000,00 (dua puluh 
dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 

c. Anggota DPRD paling banyak sebesar RpI7.450.000,00 (tujuh belas 
juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). 

(2) Besaran tunjangan transportasi sebegaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memperhatikan as as kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga 
setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan dan kemampuan keuangan daerah. 

Bagian Ketiga 
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD 

Pasal16 

(1) Pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri mas a 
baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian. 
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(2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
disesuaikan dengan mas a bakti Pimpinan dan anggota DPRD, dengan 
ketentuan: 

a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan 
Uang Jasa Pengabdian sebesar: 

a) Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta 
seratus ribu rupiah); 

b) Wakil DPRD paling banyak sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam 
ratus delapan puluh ribu rupiah); 

c) Anggota paling banyak sebesar Rp1.575.000 (satu juta lima ratus 
tujuh puluh lima ribu rupiah ); 

b. ma sa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa 
Pen gabdian sebesar: 

a) Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp4.200.000,00 (em pa t juta dua 
ratus ribu rupiah); 

b) Wakil DPRD paling banyak sebesar Rp3.360.000,00 (tiga ju ta tiga 
ratus enam puluh ribu rupiah); 

c) Anggota paling banyak sebesar Rp3 .150.000,00 (tiga ju ta seratus 
lima puluh ribu rupiah); 

c . masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa 
Pengabdian diberika n sebesar: 

a) Ketu a DPRD pa ling banyak sebesar Rp6.300.000 ,00 (enam juta tiga 
ra tus ribu rupiah); 

b) Wakil DPRD paling banyak sebesar Rp5.040.000,00 (lim a ju ta empat 
puluh ribu rupiah) ; 

c) Anggota DPRD paling banyak sebesar Rp4 .725.000,00 (em pat juta 
tujuh ra tus dua puluh lim a ribu rupiah); 

d . masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, d iberikan Uang Jasa 
Pengabdian sebesar: 

a ) Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp8.400.000,00 (dela pan juta 
empat ratus ribu rupiah) ; 

b) Wakil DPRD paling banyak sebesar Rp6.720 .000,00 (enam juta tujuh 
ra tus dua pu luh ribu rupiah) ; 

c) Anggota DPRD paling banyak sebesar Rp6.300 .000 ,00 (enam juta 
t iga ratu s ribu rupiah); 

e. masa bakti sampai den ga n 5 (lima) tahu n, diberikan Uang Jasa 
Penga bdian sebesar: 

a) Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp 10.500.000 ,00 (sepuluh juta 
lima ratus ribu rupiah) ; 

b) Wakil DPRD paling banyak sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta 
dempat ratus ribu rupiah); 

c) Anggota DPRD paling ban yak sebesar Rp7.875.000,00 (tujuh juta 
delapan ratus tujuh puluh lim a ribu rupiah). 

(3) Dalam hal Pimp in an atau anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa 
Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli 
wansnya. 

(4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan 
diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Dalam hal Pimpinan dan anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, 
tidak diberikan Uang Jasa Pengabdian. 



BABIII 
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD 

Bagian Kesatu 
Kunjungan Kerja 

Pasal17 
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(1) Kunjungan Kerja dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD, terdiri atas: 
a. Pimpinan; 
b. Badan Musyawarah; 
c. Komisi; 
d. Badan Pem bentukan Peraturan Daerah; 
e. Bad a n Anggaran; 
f. Bada n Kehorm atan; 
g . pa n itia khusus; dan 
h. alat kelengkapan lain yang d iperlukan dan dibentuk oleh apat 

panpurna. 
(2) ala m kunjungan kerja Pimpinan DPRD dan anggota DPRD, setiap 

melakukan perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya harus 
di erikan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Ketua DPRD. 

(3) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
terd iri atas: 
a. Uang Harian; 
b. Biaya Transporta si; 
c. Biaya Penginapan;dan 
d. Uang Representasi perja lanan dinas . 

(4) Selain biaya transporta si sebagaimana dima ksud pada huruf b, biaya 
perjalanan dina s diberikan biaya taksi. 

(5) Selu ruh Kom ponen Biaya perjalanan din a s sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), bagi Pimpina n dan Anggota DPRD dibayarkan secara lum psum dan 
h arus memperh a tikan prinsip efis ien s i, efektifita s , kepatutan, kewajaran dan 
akun ta bel serta standar harga setempat yang berlaku sesu ai dengan 
keten tuan peraturan perunda n g-undangan dan kem ampuan keuangan 
daerah. 

(6) Biaya perjalanan dinas sebagaiman a dimaksud pa d a ayat (3) diberikan 
berdasarkan tin gka t biaya , sebagai berikut: 

a. Tingka t biaya perjalanan din a s Pim pina n DPRD d isetarakan dengan 
biaya perjalan an dinas Kepala Daerah /Pejabat Eselon I; 

b. Tingkat biaya perjalanan dinas An ggota DPRD disetarakan dengan 
pejabat Eselon II. 

(7) Wilayah Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Provinsi Jawa Barat): 

NO Wilayab Wilayab II Wilayab III Wilayab IV Wilayab V 
I 

1 Banjar Kabupaten Cirebon Bogor Kota 
Bandung Tasikmalaya 

2 Ciamis Kota Bandung IndramaYl..! Bekasi 
3 Garut Bandung Barat Kuningan Depok 
4 Cimahi Ma,ialengka Karawang 
5 Sumedang Purwakarta 
6 Pangandaran Subang 
7 Sukabumi 
8 Cianjur 
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a. wilayah I dan wilayah V kunjungan dilaksanakan paling lama 1 (satu) 
hari; 

b. wilayah II dan wilayah III untuk 2 (dua) tujuan kunjungan paling lama 3 
(tiga) hari; dan 

c. wilayah IV untuk 1 (satu) tujuan kunjungan paling lama 2 (dua) hari dan 
untuk 2 (dua) tujuan kunjungan paling lama 3 (tiga) hari. 

(8) Jumlah hari dalam Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi di Pulau 
Jawa adalah: 
a . paling lama 4 (empat) hari untuk 3 (tiga) tujuan kunjungan dengan 

menggunakan m oda tra nsportasi kendaraan dinas untuk wilayah 
Provin s i Jawa Tengah me1iputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten 
Banyumas, Kabupa ten Brebes , Kabu pa ten Cila cap, Kabupa ten Kebumen, 
Ka bu paten Pemalang, Kabupaten Purbalin gga, Kabupaten Tegal, dan 
Kota Tegal; 

b . paling lama 4 (empat) hari u n tuk 2 (dua) tujuan kunjungan ke wilayah 
Provinsi J awa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi 

anten, dan Provinsi Jawa Tengah meliputi daerah yang tidak tercantum 
pada ayat 6 huruf a; 

c. pa lin g lama 3 (tiga) hari untuk 1 (satu) tujuan kunjungan ke wilayah 
Provinsi Daerah Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
Provinsi Banten, dan Provinsi J awa Tengah me1iputi daerah yang tidak 
tercantum pada ayat 6 huruf a; 

d. paling lama 3 (tiga) hari untuk 2 (dua) tujuan kunjunga n dengan 
m enggunakan moda transportasi kendaraan dinas u n tu k wilayah 
Provinsi Jawa Tengah (melipu ti Kabupaten Banjarnegara , Kabupaten 
Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, 
Kabupaten Pemalang, Ka bupaten Purbalingga , Kabupaten Tegal, dan 
Kota Tegal. 

(9) Biaya perjalanan dina s dalam kota lebih da ri 8 j a m bagi Pimpinan DPRD dan 
anggota DPRD sebesa r Rp170.000,00 (sera tus tuju h puluh ribu rupiah). 

(10) Uan g h arian pend idikan dan pe1atih an d iberikan dalam ran gka m enjalankan 
tuga u n tuk m engikuti kegiata n pendid ikan dan pe1atih an yang 
diselen ggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (dela pan) jam pela tihan atau 
diselen ggaraka n d i luar kota. 

(11) Biaya perj alana n d inas dalam n egeri bagi Pimpinan DPRD dan anggota 
DPRD sebagai berikut: 
a . Uang Ha rian Perjalanan Din as Dalam Negeri: 

NO ROVINSI SAT UAN 
LUAR KOT A DIKLAT 

(Uang H arian) (Uang Saku) 
( 1) (2) (3 ) (4) (5) 
I. Nangroe Aceh Darussalam OH Rp360.000,00 Rpll0.000,00 
2. Sumatera Utara OH Rp370.000,00 Rpll0.000,00 
3 . Riau OH Rp370.000,00 Rpll0 .000,00 
4 . Kepulauan Riau OH Rp370.000,00 Rp110.000,00 
5. Jambi OH Rp370.000,00 Rp110.000,00 
6. Sumatera Barat OH Rp380.000,00 Rp110.000,00 
7. Sumatera Selatan OH Rp380.000,00 Rp110.000,00 
8. Lampung OH Rp380.000,00 Rp110.000,00 
9. Bengkulu OH Rp380.000,00 Rp 110.000,00 

10. Bangka Belitung OH Rp4 10.000,00 Rp120.000,00 
II. Banten OH Rp370.000,00 Rp110.000,00 
12. DKI Jakarta OH Rp530.000,00 Rp160.000,00 
13. Jawa Tengah OH Rp370.000,00 Rp110.000,00 
14. DI. Yogyakarta OH Rp420 .000,00 Rp130.000,00 
15. Jawa Timur OH Rp410.000,00 Rp120 .000,00 
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16. Bali OH Rp480.000,00 Rp140.000,00 
17. Nusa Tenggara Barat OH Rp440.000,00 Rp130.000,00 
18. Nusa Tenggara Timur OH Rp430.000,00 Rp130.000,00 
19. Kalimantan Barat OH Rp380.000,00 Rp110.000,00 
20. Kalimantan Tengah OH Rp360.000,00 Rp110.000,00 
21. Kalimantan Selatan OH Rp380.000 ,00 Rp110.000,00 
22. Kalimantan Timur OH Rp430.000,00 Rp130.000,00 
23. Kalimantan Utara OH Rp430.000,00 Rp130.000,00 
24. Sulawesi Utara OH Rp370.000,00 Rp110.000,00 
25. Goron talo OH Rp370.000,00 RpllO.OOO,OO 
26. Su lawesi Barat OH Rp410.000,00 Rp120.000,00 
27. Sulawesi Selatan OH Rp430.000,00 Rp130.000,00 
28. Su lawesi Tengah OH Rp370.000,00 Rp110.000,00 
29 . Sulawesi Tenggara OH Rp380.000 ,00 Rp 110.000,00 
30 . Maluku OH Rp380.000,00 Rp 110.000,00 
31. Maluku Utara OH Rp430.000,00 Rp 130.000 ,00 
32. Papua OH Rp580.000,00 Rp1 70.000,00 
33. Irian J aya Barat OH Rp480.000,00 Rp140 .000 ,00 

b . Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Provin si Jawa 
Barat): 

No ilayah Satuan Uang Besaran 

Uang Harian Uang iklat 

1 Wilayah I OH Rp3 8 0.000,00 Rpll0.000,00 

2 Wilayah II OH Rp 420.000,00 Rpll0.000 ,00 

3 Wilayah III OH Rp425.000,00 Rp l l 0.000,00 

4 Wilayah IV OH Rp430. 0 0 0 ,00 Rpl l 0.000,00 

5 Wilayah V OH Rp2S0.0 00,00 Rpll 0.000,oo 

c. esara n Uang Penginapan (Hotel) per-hari: 

No. Provinsi Palin g Tin ggi Per Ha ri (Rp). 

Ketua DPRD An ggota DPRD 

I. Aceh Rp4 .420.000,00 Rp3.526.000,00 

2. Sumatera Utara Rp4.960.000,00 Rp 2.19S.000,00 
3. Riau Rp3.820.000,00 Rp3.119.000,00 

4. Kepulauan Riau RpS.344.000,00 Rp2.318.000,00 

5. Jambi RpS .OOO.OOO,OO Rp4.102.000,00 

6. Sumatera Barat Rp5.236.000,00 Rp3.332.000,00 

7. Sumatera Se1atan Rp5.850.000,00 Rp3.083.000,00 

8. Lampung Rp4.491.000,00 Rp2 .488.000,00 

9. Bengkulu Rp2.140.000,00 Rp1.628.000,00 

10. Bangka Belitung Rp3.827.000,00 Rp2.838.000,00 

II. Banten RpS.72S.000,00 Rp2.373.000,00 

12. Jawa Barat Rp5.381.000,00 Rp2.7SS.000,00 

13. DKI Jakarta Rp8.720.000,00 Rp2.063.000,00 

14. Jawa Tengah RpS.303.000,00 RpI.8S0.000,00 

IS DI. Yogyakarta RpS.017.000,00 Rp2 .69S.000,00 

16. Jawa Timur Rp4.449.000,00 Rp2.007 .000,00 

17. Bali Rp6.848.000,00 Rp2.433.000,00 
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18. Nusa Tenggara Barat Rp4.375.000,00 Rp2.648.000,00 
19. Nusa Tenggara Timur Rp3.750.000,00 Rp2.133.000,00 
20. Kalimantan Barat Rp2.654.000,00 Rpl.923.000,00 
2l. Kalimantan Tengah Rp4.90l.000,00 Rp3.39l.000,00 
22. Kalimantan Selatan Rp4.797.000,00 Rp3 .316.000,00 
23. Kalimantan Timur Rp4.000.000,00 Rp2.188.000,00 
24. Kalimantan Utara Rp4.000.000,00 Rp2.735.000,00 
25. Sulawesi Utara Rp4. 919.000,00 Rp2.290.000,00 
26. Gorontalo Rp4.168.000,00 Rp3.107.000,00 
27. Su lawesi Barat Rp4.076.000,00 Rp3.098.000,00 
28 . Sulawesi Se1atan Rp4 .820.000,00 Rp l.938.000,00 

. Biaya Moda Transportasi selain tiket kereta api dan tiket pesawat terba ng: 
No Tempat Tujuan Biaya 

Per Orang/ One Way 
l. Pusat (Jakarta) Rp500.000,OO 
2. Ibu Kota Propinsi Rp245.000,OO 
3. Tempat Lain Dalam Propinsi 

Wilayah I Rp200.000,OO 
Wilayah II Rp245 .000,OO 
Wilayah III Rp400.000,OO 
Wilayah IV Rp450.000,OO 

4 . Biaya Tol 
Jakarta dan sekitar Biaya Riil (At Cost ) 
Bandara Soekarn o Hatta Biaya Riil (At Cost) 
Bandung Biaya Riil (At Cos t) 

Biaya transpor tasi (pesawat terba ng, kapal lau t , kereta api) d ibayarkan 
secara at cost sesuai denga n bu kti pem bayaran dan d a pat diberikan 
diawal seluruh nya sesuai usulan dan sete1ah mendapatkan kepastian tarif 
yang d ibuktikan dengan kuitansi penenmaan dan Su rat Perintah 
PeIjalanan Dinas (SPPD). 

(12) Untuk kegia tan kunju ngan kerja dan rapat-rapat koordinasi/konsultasi, 
uang harian diserahkan seluruhnya sedangkan u ntuk kegiatan peningkatan 
kapasitas Pimpinan dan a n ggota DPRD ata u Bimbingan Teknis hanya uang 
saku saja kecuali hari pertama dan terakhir kegiatan dimaksud diberikan 
uang harian. 

Bagian Kedua 
Dana Operasional Pimpinan DPRD 

Pasal18 

(1) Bagi Pimpinan DPRD diberikan belanja penunjang operasional yang 
diberikan setiap bulan, sebesar: 
a. Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat 

ratus ribu rupiah); 
b. Wakil Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp4.200.000,OO (empat juta 

dua ratus ribu rupiah). 
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(2) Dalam hal terdapat sisa dana operasional pada akhir bulan, maka sisa dana 
operasional sebagai tambahan dana operasional bulan berikutnya. 

(3) Dalam hal terdapat sisa dana operasional sampai akhir tahun anggaran, 
maka sisa dana operasional harus disetorkan ke rekening Kas U mum Daerah 
paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. 

(4) Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, 
kelompok, dan/ atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan 
asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas. 

Pasal 19 

Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 
disusun berd asarkan rencana kerja yang d itetapkan Pimpinan DPRD dan 
penggunaannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran. 

Ba gian Ketiga 
Kelompok Pakar a ta u Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD 

da n Tenaga Ahli Fraksi 

Paragraf 1 
Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan 

Pasal 20 

(1) Kelom pok Pakar atau Tim Ah li Alat Kelengkapan DPRD m empunyai 
kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan 
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat 
Kelen gkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan atas usu l Anggota, 
Pimpin an Fraksi serta Pimpinan Alat Kelengkapa n DPRD. 

(2) Kel m pok pakar ata u Tim Ahli Alat Kelen gkapan DPRD sebagaimana 
dima k sud pada ayat (1) paling banya k 3 (tiga) orang untuk setiap Alat 
Kelen gkapan DPRD. 

(3) Kelom pok Pa kar ata u Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD d iangkat dan 
diberh en tikan den gan Keputusan Sek retaris DPRD sesuai den gan kebutuhan 
sebaga im ana d imaksud pada aya t (1 ) da n sesu ai denga n ketentuan 
sebagaim a n a d ima ksu d pada ayat (2 ). 

(4) Pembayaran kompensasi bagi Kelompok Pakar Ata u Tim Ahli Alat 
Kelengkapan DPRD d idasarkan pada keh adiran sesuai dengan kebutuhan 
DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan da pat dilakukan dengan harga 
satuan orang hari a tau oran g bulan. 

(5) Pengadaan Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD 
sebagaimana dimaksud pada aya t (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Paragraf2 
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 

Pasa121 

(1) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d 
merupakan Tenaga Ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi 
dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung 
tugas fraksi serta diberikan kompen sasi dengan memperhatikan standar 
keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan 
Daerah. 
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(2) Tenaga Ahli Fraksi diberikan kompensasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), setinggi-tingginya adalah sebesar Rp4.500.000,OO (empat juta lima 
ratus ribu rupiah). 

(3) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dapat dibantu 
dengan Staf Fraksi yang ditetapkan maksimal 3 (tiga) orang dengan 
mempertimbangkan jumlah Anggota Fraksi dengan perincian sebagai 
berikut: 
a. jumlah anggota fraksi sampai dengan 5 (lima) orang, 1 (satu) orang; 
b. jumlah anggota fraksi 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) orang, 2 (dua) 

orang; 
c. jumlah anggota fraksi 8 (delapan) orang atau lebih, 3 (tiga) orang. 

(4) Besaran kompensa s i bagi Staf Fraksi adalah sesuai Upa h Minimum 
Kabupaten Tasikmalaya, yaitu paling banyak Rp2.500.000,OO (dua juta lima 
ratu s ribu tujuh ratus rupiah) . 

(5) Ten aga Ahli Fraksi dan Staf Fraks i sebagaimana dimaksud pada aya t (1), 
aya t (2) dan ayat (3) diusulkan oleh m asing-masing fraksi . 

(6) Ten aga Ahli Fraksi dan Staf Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD. 

(7) Pe gadaan Tenaga Ahli Fraksi dan Staf Fraksi sebagaimana dim a ksud pada 
aya t (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaku kan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perun dang-u n dangan. 

BABIV 
PELAPORAN 

Pasal22 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD selaku pelaksana perjalanan dinas wajib 
mem pertanggungjawa bkan pelaksan aan perjalanan dina s kepada pemberi 
tuga s. 

(2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dima ksud pada 
ayat (1) d isampaikan kepada Pen gguna Anggaran/Kuasa Pen ggun a Anggaran 
paling lamba t 5 (lima) h a ri kerja terhitung setelah perjala nan dinas 
dilaksanakan. 

(3) Dokumen pertanggun gjawaban biaya perjalanan dina s bagi Pimpinan dan 
Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan dokumen pengeluaran riil 
yang sah yaitu : 
a. Surat Tugas yang sah 
b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas 
atau pihak terkait yang m enjadi tempat tujuan perjalanan dinas; 

c. Tiket pesawat,boarding pass, airport tax,retribusi,dan bukti pembayaran 
moda transportasi lainnya dan bukti penginapan; 

d. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas 
lumpsum.Besaran lump sum dihitung untuk seluruh komponen biaya 
perjalanan dinas berdasarkan peraturan bupati ini tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang 
dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD; 

e. Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat 
Tugas; 

f. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana 
perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/ foto kegiatan. 
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(4) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) belum dapat dipenuhi j diselesaikan oleh yang bersangkutan, 
Sekretaris DPRD berwenang untuk menangguhkan atau tidak menyetujui 
pembayaran. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

Peraturan B pa ti ini m u lai berlaku pada tangga l ditetapka n 

Agar seti p 0 ang mengetahuinya , memerintahkan pengundang - eraturan 
Bupati Tas'kmalaya ini dengan penem a tannya dalam Berita Daerah Ka paten 
Tasi m ' aya. 

Diundan 
pada tan 

SEKR ~ TA S AERAH 
KABUPA EN SIK LAYA, 

Ditetapkan di Singapa rn r 

pada tangga , 

SIKMALAYA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHU 2023 NO OR 
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(4) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) be1um dapat dipenuhi/ dise1esaikan oleh yang bersangkutan, 
Sekretaris DPRD berwenang untuk menangguhkan atau tidak menyetujui 
pembayaran. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pa~al 23 

Peraturan B pa ti ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Agar set" ap orang men getahuinya, memerintahkan pengundangan eraturan 
Bupat i Ta s·kmalaya ini dengan penem atannya dalam Berita Daerah Ka paten 
Tasi m a aya. 

Ditetapkan di Sin gap rn 
pada tangga ,29 Des mber 2· 23 

SIKMALAYA, 

BERITA DAERAH KAB PATEN TASIKMALAYA TAHU 2023 OMOR 63 


